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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program bantuan dana hibah yang berupa litrik dan PDAM tahun 2023,
pada Masjid di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan kota Probolinggo. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjelaskan
pada tahun 2023 tercatat sekitar 800.000 Masjid dan mushala yang tersebar di seluruh tanah air. Namun, kebanyakan Masjid
dan mushala tersebut belum berfungsi secara Masjid disamping melekat kesan keagamaan padanya, namun di satu sisi
banyak hal perlu dibenahi karena bermodal sendiri untuk operasionalnya mulai dari kebutuhan listrik, air dan dana kegiatan
lainnya hal ini problem serius yang perlu ditangani. Untuk menjawab problema yang serius ini pemerintah Kota Probolinggo
melalui Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo hadir melalui program bantuan hibah, Hibah merupakan bentuk bantuan yang
tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan
dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Sedangkan secara managerial bagaimana dalam hal “memanage” pengelolan hibah
dan bantuan sosial terdiri dari pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Walikota dan Dinas terkait yang ada di kota
Probolinggo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap program bantuan dana
hibah berupa listrik dan PDAM tahun 2023, pada masjid di kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Prosedur
pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Tahap Memasuki Lokasi Penelitian (getting in), (2) Tahap ketika berada di lokasi
Penelitian (getting along), (3) Tahap Pengumpulan Data (logging the data) dalam tahap ini menggunakan dua tahap
pengumpulan data yaitu (1) Wawancara Mendalam (in-dept interview), (2) Studi Dokumentasi.

Kata kunci: program, pengelolaan, dana hibah

Pendahuluan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah
daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD serta telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan juga telah ditetapkan dan diundangkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Dani Endarso. 2014: 4-5).

Dengan adanya bantuan dana hibah dari pemerintah tentu diperlukan adanya proses pengelolaan
pemberian dana hibah, hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Adapun pemberian dana hibah
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dilakukan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan pemberian dana hibah
dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan.

Studi Pustaka

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Probolinggo untuk memudahkan masyarakat menerima
informasi tentang bantuan dan proses bantuan dana hibah dan memudahkan masyarakat untuk melakukan proses
pengajuan bantuan dana hibah listrik dan air PDAM serta membantu kinerja pemerintah.

Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan agar tidak
terjadi kesalahan hasil kerja yang mengakibatkan kerugian, baik secara waktu ataupun secara finansial dan juga
agar penerima hibah mengetahui informasi dan pemahaman mengenai alur pemberian dana hibah mulai dari
memenuhi syarat sebagai penerima hibah sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban yang haus diberikan
kembali pada dinas terkait, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap program
bantuan dana hibah berupa Listrik dan PDAM di kota Probolinggo . Prosedur pengumpulan data yang digunakan
adalah (1) Tahap Memasuki Lokasi Penelitian (getting in), (2) Tahap ketika berada dilokasi Penelitian (getting
along), (3) Tahap Pengumpulan Data (logging the data) dalam tahap ini menggunakan dua tahap pengumpulan
data yaitu (1) Wawancara Mendalam (in-dept interview), (2) Studi Dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari permasalahan yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Probolinggo
untuk memudahkan masyarakat menerima informasi tentang bantuan dan proses bantuan dana hibah dan
memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pengajuan bantuan dana hibah listrik dan air PDAM serta
membantu kinerja pemerintah.

Di dalam sebuah program bantuan dana hibah berupa listrik dan PDAM pada masjid di Kelurahan Jati
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo setelah dilakukan sebuah penelitian pada kantor Kesejahteraan Rakyat
kota Probolinggo disana terdapat beberapa hal yang dapat dijabarkan bahwasanya untuk memudahkan
masyarakat menerima informasi tentang bantuan dan proses bantuan dana hibah serta memudahkan masyarakat
untuk melakukan proses pengajuan bantuan dana hibah listrik dan air PDAM dilakukan dengan pegajuan kepada
kantor Kesejahteraan setempat yaitu kota Probolinggo, termasuk Masjid yang ada di Kelurahan Jati Kecamatan
Mayangan kota Probolinggo.

Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban masih ada penerima hibah yang lupa atau tidak memberikan
laporan pertanggungjawaban kepada pihak Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo sehingga pihak yang berkaitan
dapat memberikan peringatan dan juga sebelum proses pemberian dana hibah langsung kepada penerima hibah
pihak Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo sudah mengingatkan mengenai masalah keharusan memberikan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan jika dalam batas waktu yang telah ditentukan
maksimal 10 januari tahun berikutnya belum juga diberikan akan ada surat peringatan dan juga sanksi hukum,
tetapi sebelumnya pihak dinas terkait harus kelapangan untuk memonitoring secara langsung dan meminta hasil
laporan dan pertanggung jawaban dari penerima hibah karena arsip laporan dan pertangungjawaban
merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah terutama jika ada tim
Badan Pengawas Keuangan yang memeriksa.

Dengan kerangka proses program dana hibabh berupa listrik dan PDAM di Masjid Jati Kecamatan Mayangan kota
Probolinggo adalah sebagai berikut:
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Pengajuan

dana bantuan Bagian kesra
hibah listrik & | ———— kota
pdam untuk probolinggo
masjid
Hasil
persetujuan _
tim verivikasi Tim
dana hibah <«—— | verivikasi
dan survei
dana hibah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program dana hibah berupa listrik dan PDAM pada masjid Jati di Kecamatan
Mayangan kota Probolinggo sudah berjalan dengan baik, jika dengan secara memanage dengan
baik, namun masih adanya kendala ketika adanya keterlambatan pelaporan terhadap tim survei
dan verifikasi sehingga akan berdampak pula pada persetujuan yang mengakibatkan
keterlambatan pencairan dana hibah tersebut.

- Dengan adanya program dana hibah listrik dan PDAM ini tentunya akan memberikan manfaat
bagi masyarakat, sehingga sebuiah kebermanfaatan dari sebuah tempat ibadah dapat dirasakan
olaeh seliurun masyarakat, yang utamanya berada pada wilayah Jati Kecamatan Mayangan
sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang mana dalam hal ini merupakan kewenangan
bidang Kesejahteraan rakyat Pemerintah Kota Probolinggo.
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